Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

. bahwa Refribusi Daerah merupakan salah satu  sumber

Pendapatan Asli Daersh yang penting untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan guna
memantapkan penyelenggaran ofonomi di  Kabupaten

Japars;

. bahwa beberapa ketentuan Refribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Jepara Nomor 16 Tahun 1998
dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b

maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Jepara Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retrbusi Pemakaian
Kekaysan Daerah perdu dicabut dan ditetapkan kembali
dengan Peraturan Daerah;

. Undang-undang Nomor 13 Tshun 1950 {entang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Fajak

Daerah dan Retribusi Dasrah (Lembaran Negara Tahun 1997
MNomor 41, Tambahan Lembaran MNegara Nomor 3883)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang MNomor
34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048},

. Undang-undang Momor 22 tashun 1888 tentang

Pamerintahan Daerah { Lembaran negara tahun 1888 Nomor
60, Tambahan lembaran Megara Nomor 3838 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah { Lembaran negara Tahun 2001 Nomor
118 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).



3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

6. Keputusan Menteri Balam MNegeri Nomor 174 Tahun 1987
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah:

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daersh Tingkat !l Jepara
Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati I Jepara:

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KARUPATEM JEPARA

MEMUTUSKAN :

Meanetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG
RETRIBLIS| PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH .
BAB [
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan -

i
P

Daerah adalzh Daerah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;

4. Pejabat adalah Pegewai Neger Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang
retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Wekayaan Daerah adslah benda bergerak atau tidak bergerak yang dimiliki atau
dikuasai oleh Pemerintah Daersh, meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan
Kabupaten dan kendaraan / alat berat;

6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjulnya disebut retribusi adalah
pembayaran atas pemakaian atau penggunaan kekayaan daerah;

7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan
menganut prinsip komersial karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh
seklor swasta;



. Badan adalah sekumpuian orangfatau modal yang merupakan kesatuan bailk
yang melakukan usaha maupun fidak melakukan useha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, persercan lainnya , Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan , organisasi massa
organisasi sosial politk, atau organisasi yang sejenis , lembaga, bentuk usaha
tetap dan bentuk badan lainnya ;

. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat
Keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi yang terutang;

10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat

untuk melakukan tagihan retribusi daerah dan atau sangsi administrasi berupa
bunga atau denda;

11. Tanda Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat TPRD adalah

tanda sebagai bukti pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah,

BAB Il
NAMA  OBYEK, SUBYEK DAN WAJIE RETRIBUS! DAERAH

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Reiribusi Daerah
sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah,

Pasal 3

Obyek Retribusi Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah .

Pasal 4

Subyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan

kekayaan Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan
membayar atas pemakaian kekayaan Daerah.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Reinbusi Jasa Usaha.



BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Paszal 7
Tingkat penggunaan jasa diuvkur berdasarkan jenis dan jangka wakiu pamakaian
kekayaan Daerah.
BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF
RETRIBUSI DAERAH

Pasal &
Pringip dan sasaran penetzpan strukiur dan besamya tanf Retribusi Daerah

didasarkan pada tujuan untuk mempercleh keuntungan vang layak dan sebagai
pengganti biayae pengadaan, pemeliharaan dan penyelenggaraan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9
Struktur dan besamya tarp Retrbusi diletapkan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpizahkan dengan Feraturan Daerah ini.

BAE VIl

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10
Retribusi Deerah dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaian
Kekayaan Dagrah diberikan.

BAEB Vil

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

{1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.

{2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.



BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

{1) Pembaysaran Retribugi Daerah yang terutang harus dilunasi sekaligus lunas.

(2) Pembayaran Refribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain
yang ditunjuk sesuai wakiu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

{3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang difunjuk, maka hasil
penerimaan Retribusi daerah harus disetor ke Kas Dagrah selambat-lambatnya
1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan cleh Bupati.

{4) Tata cara pembayaran akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupali.

BAB X
SANKSI] ADMINISTRASI
Pasal 13
Dalam hal Wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat pada wakiunya afau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen)
setiap bulan dari Retribusi Daerah yang terutang, yang tidak atau kurang bayar, dan
ditagih dengan menggunakan SKRD.
BAB Xi
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14
(1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan Relribusi Daerah dikeluarkan seqera setelah
7 ( tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hard setelah tangaal Surat
TeguranfPeringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi Daerah harus
melunasi Retribusi Daerah yang terutang;

{3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh
Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Dagrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.



BAB Xl

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 18

{1) Bupati dapat memberkan pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi Daerah;

(2) Tala cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB XIil
KADALUWARSA
Pasal 17
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali
apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
{2} Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1}
tertangguh apabita :
a. Diterbitkan Surat Teguran dan surat paksa atau;
b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun
tidak langsung.
BAB XIV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18
Paelakzanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat
Daerah yang difunjuk cleh Bupati.
BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18
(1) Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daersh diancem pidana kurungan paling lama 6 {enam)
bulan atau denda paling banyak 4 { empsat ) kali jumlah Retribusi Daerah
terutang:;

{(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} adalah pelanggaran.



BAB XV
PENYIDIKAN
FPasal 20

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diber
weweanang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah;

(2) Wewenang penyldik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

a. Menerima mencar, mengumpulkan dan meneiiti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengensi crang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sghubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembikuan ,
pencatatan dan dokumen-dokumen , serla melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut,

8. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana Retribusi Daerah ;

f Menyuruh berhenti melarang sesecrang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana maksud huruf
g,

g. Memotret sesecrang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

i. Mengheniikan penyidikan ;

j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum vyang dapat
dipertanggung jawabkan.

(3} Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahiukan dimulainys
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang MNomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.



BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 21

(1) Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur labih lanjut oleh Bupati;

{2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraiuran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat il Jepara Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Peamakaian
Kekayaan Daerah { Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Hl Jepara
Nomor 4 tahun 1999 seri B Nomor 3} dinyatakan tidak beriaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah Ini mulsi bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daersh ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Jepara
pada tanggal 28 Februan 2002

BUPATI JEP,

HENDRO MARTOJC

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 28 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

. N
Pambina Tk. |
MIP 010068830
Asistan Administrasi

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2002 NOMOR 2
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FPENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
LUMUM

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1539
tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 fentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1938
tentang Pajak Daerah dan Refribusi Daerah, maka Daerah diberikan
kewenangan menggall sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Sendin.
Sumber-sumber Pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi
sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan
dan peningkatan palayanan serta kesejahteraan masyarakat.

Karena beberapa ketantuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat 1l Jepara Momor 16 Tahun 1998 tentang Pemakaian
Kekayasn Daergh sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan maka
periu ditinjau dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal : Cukup jelas
10

:  Yang dimaksud dengan  tidak dapeat
Pasal 11 diborongkan  adalah bahwa seluruh proses

kegiatan pemungutan relribusi tidak  dapat
diserahkan kepada Fihak ketiga , namun dengan
sangal selektif dimungkinkan dilakukan
kerjasama dengan fihak ketiga tertentu yang
dipandang profesional untuk ikut melaksanakan
sebagalan proses pemungutan retribusi secara
lebih efisien . kegiatan pemungutan relribusi
yang tidaak dapat dikerjasamakan dengan fihak
ketiga adalah kegiatan perhitungan besamya
retribusi terutang, pengawasan penyetoran dan
panagihan retribust.

Pasal 12 ayat (1)
Yang dimaksud dokumen lain yang diparsamakan
antara lain berupa karcis , kwitansi dan kartu

- langganan.
Pasal 12 ayat (2)
s/d pasal 22 Cukup jelas
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PENJELASAN LAMPIRAN DAFTAR TARIF RETRIBUSH.

1. Kios Type A adaslsh kios vyang berada distas tensh miikidikuasai
Pemerintsh Kabupeten Jepara yang berokasi di ibu kota Kecamatan
Jepara, Bangar, Tahunan, Pecangaan, Mayong dan Kalinyamatan.

2 Kics Type B adalsh kios vyang berada distas tanah miikidkuasai
Pamerintah Kabupaten Jepara di lokasi lbu Kota Kecamatan lainnya.

3. Klasifikasi restoran didasarkan pada las hangunan.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 2




LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BESARNYA
N JENIS KEKAYAAN DAERAH TARIF KETERANGAN
O RETRIBUS!
{Rp)
1 2 3 4
1| BANGUNAN
a. Kios Typa A 125 -fméfhan
Kios Type B 75,-/m¥hari
b. Restoran Klas | 150, -fm?fhani
Restoran Klas Il 100, -/mfhani
Restoran Klas Il 75 -Im&fhari
.  Sovenir Shop 100, 4m?fhan
Rumah Dinas :
- PNS Eselon i 75.000,-fbulan
- PNES Ezelon 111 40.000, -bulan
- PNS Esalon IV 20.000,-Mulan
- PNS MNon Eselon /Non Jabatan/ 10.000,-fbulan
Guru 50.000,-fbulan
- Dokter, 15.000,~fbulan
- Para Medis
e. Gedung Pertemuan ;
1. Gedung Wanita €00.000,- | Sekali pakai
- Siang hari 900.000,- | Sekali pakai
- Malam hari
300.000,-f har Sekali pakai
2. Gedung Pertemuan Lainnya
2. | KENDARAAN/ALAT BERAT
a. Mesin Gilas’Whee! Roller & sampai 50000, -fhari
dengan & Ton. 40,000, -fhari
b. Mesin Gilas/Wibrator Roller 2,5 Ton. 25.000, -/hari
c.  Mesin Gilas/Duplek/Wibrator Roller, 25.000,-har
d. Masin Aspal Sprayer. 25.000,-hari
e. Fibrator Plate Temmer 20.000,<har
| f.  Fibrator Plate Rammer 75.000,-hari
g. Truck 80.000,.-Mhari
h. Dump Truk




lginnya tidak permanen { sewa
harian }

PANGGUNG REKLAME

TIMBANGAN TERNAK

1.500,-/m*bulan

2.000,-fekor

2 3 4
. Truk Tangki Air 75.000,-f har
j. Bus Besar 1.200.000,-/ hari| Maksimal 24 jam
k. Bus Kecil 350.000,- hari Maksimal 24 jam
. Whell Loader 50.000,-f jam
m. Back Hoae. 65.000,-fjam
p. Penjualan Drum Aspal 5.500/buah
q. Pemakaian Direksi Kit 50 % dari nilai
Diredksi Kit
JALAN KABUPATEN
a, Kendaraan bermotor muatan 25.000,- Sekali lewat
sumbu terberat melebihi 8 ton |
b. Kendaraan  bermofor muatan 5.000 - Sekali lewat
sumbu terberat melehihi 4 s/d 8
ton 500,- Sekali lewat
¢ Kendaraan bermotor  muatan
sumbu terbarat 4 ton.
.| TANAH:
a. Sh'ategisl 2.000,-
Untuk Bisnis fméfbulan
g Untuk perumahan 100, -/m&oulan
- Pertanian 25 ~/mPfbulan
- Warung dan bangunan lainnya 50 -fm3Mhari
tidek permanen { harian )
- Untuk kepentingan lainnya. 150 ,</m*fhan
b. Strategis il
- Untuk Bisnis 250, -fm¥bulan
- Untuk Perumahan. 50.-fm3bulan
- Untuk Pertanian 20/ bulan
- Untuk warung dan bangunan S0fm?fhari
lainnya tidak permanen { sewa
harian }
- Untuk kepentingan lainnya. 100/m3hari
G. E-‘trategmlll
Untuk Bisnis 1580, -/mfbulan
- Untuk Perumahan 50,-/mifbulan
- Untuk Pertanian 15/m*fbulan
- Untuk warung dan bangunan S0/m#fhari

Pemakaian kurang
dari 1 {satu) bulan
dihitung 1 bulan
Sekali timbang

BUPATI JEF,

HENDRO MARTOQJO




